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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungiawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tamtahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SggT);9. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 7ZS,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang pedoman p-ngelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
lahul 2006 tentang pedoman pengelJlaan Keuangan
Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun2Ol3 . tentang penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 13Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan pemerintahan Wajib dan pilihan yangmenjadi Kewenangan pemeriniah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor O S.t ey;

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor O7 iahun ZOlOtentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 

- 

Koia BekasiTahun 2016 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2Ol9tentang Anggaran pendapatan dan Belania Daerah

Iulrq _Anggaran 2020 (Lemb..u"- O".l*i, Kota
- _ Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi I,lomoi 09 Tahun 2O2Otentang perubahan Anggaran e""a"paian danBelanja Daerah Tahun Angg aran 2O2O (l_embaran

Daerah Kota Bekasi fafrun 26"20 i.fo*o, S SLri e1,16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor l+S fa;un ZOf Stentang Penjabaran Anggaran pendapatarr BelanjaDaerah_Tahun Anggaran - 
2O2O (Beriti O".."f, Xot"Bekasi Tahun 2019 Nomor 143 Seri A);



17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Ta}:ur. 2O2O
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Sekertaris Daerah Kota Bekasi.

Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan
inventarisasi dan melakukan pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

Agar melaporkan progres pelaksanaan penyelesaian
dimaksud kepada Wali Kota Bekasi paling lambat
pada tanggal 16 Juli 2021;

Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 al \Itg 2qz)

Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

\v"" KOTA BEKASI,

Tembusan:
Yth. 1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.

DT. RAHMAT EFfENDI


